BAB 11

AKAD DAN JI’ALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya
Lafaz| akad berasal dari bahasa Arab al-agad yang artinya perikatan
perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti
antara lain:
a. Mengikat (-L‘:‘)M)
aaly B o (s B TAYL Lh3aT 4855 Gl i)k e
Artinya: ”Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan

yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi
sebuah benda™.

b. Sambungan (333c)
Legails)s LS (ol Joa’sidl,
Artinya: ”....... Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat™.

Perkataan ¥} mengaacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih,
yaitu bila seseorang mengadakan perjanjian tersebut serta menyatakan
pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka
terjadilah perikatan. Maka apabila ada dua nuah janji dari dua orang yang
mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut

perikatan.

15
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c. Janji (2¢=)!
R Eond A 1 A s il 5
Artinya: “Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah
sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”.
(Q.S. Ali-Imran: 76).

Istilah %2 dalam al-Qur’an mengacu pada pernyataan seseorang
untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, baik akad itu
dilaksanakan atau tidak. Sebab sebuah perjanjian akan berlaku undang-
undang pada orang yang membuatnya dan Allah adalah pihak ketiga bagi
orang yang melakukan suatu perjanjian (akad).” Hal ini sesuai dengan
hadis\ berikut :

ol adle b (Lo ) Jguy JB : J8 43 & o) 5008 (o O
DAT A Aalia o S0AT A Al €l S0 U IS ) 6
(é&\@jd}\dﬁ\ab))@;&:"_\;}

Artinya : “Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata : Rasulullah saw bersabda :
Allah berfirman ““Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang
bersekutu, selama yang seorang tidak menghianati kawannya,

tapi apabila ia khianat, maka aku keluar dari mereka” (H.R
Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)?

Secara epistimologi dalam bahasa Arab, akad juga diistilahkan dengan
mu’ah}ad}ah ittifah atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau

persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan

! Ghufron. A. Mas’adi, Figh Mu’amalah Kontekstual, h. 75
? Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, h. 45
3 M. syarif. Sukardi, Terjemah Bulughul Maram, h. 324
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dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan
dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.*
Sedangkan secara terminologi akad didefinisikan oleh ahli figh
sebagai :
ol A 5 g e 4y Gl g ) )

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan
keridhaan kedua belah pihak” °

Yang dimaksud dengan yang dibenarkan syara’ adalah seluruh
perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah
apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.

Dalam perjanjian suatu akad merupakan ikatan yang ingin
mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing
pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut ijab dan gobul. Ijab
adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin berakad, sedangkan gabul
adalah jawaban dari pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan
untuk berakad. Apabila ijab gabul telah memenuhi syarat-syarat sesuai

dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati.®

. Rukun dan Syarat Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau

lebih berdasarkan kerelaan (anta>rad}in minkum) yang bersifat hukum, tentu

* Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 1
> Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, h. 46
% Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankkan Syari’ah, h. 22
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perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada untuk menjadikan perbuatan itu bisa

terwujud menjadi salah satu perbuatan hukum. Akad dapat dianggap sah

apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun akad.
Menurut sebagian jumhur ulama, rukun dalam akad ada empat:’

a. Orang-orang yang berakad (muta’agidain)

b. Benda-benda yang berakad (ma’qud ‘alaih)

c. Tujuan mengadakan akad (maud}u’ al-’aqd), berbeda akad berbeda pula
tujuan pokok akad, dalam akad ji’alah tujuannya adalah memberikan
manfaat dengan adanya pengganti.

d. Pernyataan untuk mengikat diri (S}ighat al-aqd) merupakan rukun akad
yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak
yang berakad melalui pernyataan ijab dan gabul yang bisa dilakukan

secara lisan maupun tertulis.

ClaAlK A6
“Tulisan itu sama dengan ucapan’®

Para ulama membagi s}ighat menjadi beberapa macam, di
antaranya adalah:

1) S}ighat akad secara lisan

7 Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Mu’amalat, h. 75
¥ Imam Masbukin, Qawa’id al-Fghiyah, h. 96
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Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah
dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan
gabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
dapat digunakan. Susunan katanya pun tidak terikat pada bentuk
tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi
keinginan pihak-pihak bersangkutan. Agar tidak menimbulkan
persengketaan kemudian hari.

S}ighat akad secara tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk
menyatakan suatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan
melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan
melalui surat yang dibawa seorang utusan atau melalui pos.

Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan
membaca surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai
dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan
dalam bentuk tulisan.

S}ighat akad secara isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan gabul
dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat.
Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis, sebab keinginan
seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari

pada dengan isyarat.
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S}ighat akad secara perbuatan cara lain untuk membentuk akad yaitu
dengan perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah
uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan
barang. (jual beli dengan mu’athah).’

Adapun syarat akad menurut sebagian jumhur ulama adalah :

a. Syarat yang berkenaan dengan ‘aqid sebagai subjek suatu tindakan hukum

akad, yaitu:

)]

2)

3)

Aqil (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang
gila atau terganggu akalnya. Dengan akal sehat, seseorang akan
memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum
terhadap dirinya maupun orang lain.

Tamyiz (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat
membedakan yang baik maupun yang buruk, sebagai pertanda
kesadarannya sewaktu bertransaksi.

Mukhtar (bebas bertransaksi)
Para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan

dan tekanan. Sebagaimana prinsip antara>di}n (rela sama rela).

? Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Mu’amalat, h. 76
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Dengan demikian perjanjian dilakukan harus didasarkan kesepakatan

kedua pihak.'’

b. Syarat yang berkenaan dengan ma’qud ‘alaih sebagai sesuatu yang

dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu :

1))

2)

3)

4)

Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan. Artinya, suatu akad
(perikatan) yang objeknya tidak ada adalah batal. Sebab hukum dan
akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang
belum ada.

Objek akad (perikatan) dibenarkan oleh syara’. Artinya, benda-benda
yang menjadi objek akad (perikatan) haruslah memiliki nilai dan
manfaat bagi manusia.

Objek akad harus jelas dan dikenali. Artinya, suatu benda yang
menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh
‘agid. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sengketa akibat
kesalah pahaman di antara para pihak.

Objek akad dapat diserah terimakan, yakni dapat diserahkan pada saat

akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

c. Syarat yang berkenaan dengan maud}ju>’ul ‘aqd sebagai tujuan akad

harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai

akibat hukum, yaitu:

' Gemala Dewi.dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 55
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1) Tujuan akad merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak
yang bersangkutan karena akad diadakan.

2) Tujuan harus berlangsung adanya, hingga berakhirnya pelaksanaan
akad.

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’.

d. Syarat yang berkenaan dengan s}ighat al-*aqd, yaitu:

1) Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu
jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2) Tawafug, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

3) Jazmul ira>dataini, yaitu antara ijab dan gabul menunjukkan
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan terpaksa.''

3. Macam-macam Akad dan Sifatnya
Para ulama figh mengemukakan bahwa akad dilihat dari segi
keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Akad s}ah}ih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.
Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu,
berlaku kepada semua belah pihak.

Ulama Maz/hab Hanafi dan Maliki, membagi akad s}ahih ini

menjadi 2 macam yaitu:

" lbid , h.57-64
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1). Akad yang nafis (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang
dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada
penghalang untuk melaksanakannya.

2). Akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu
bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk
melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang
dilakukan oleh anak kecil yang menjelang balig (mumayis), akad itu
baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah
mendapat izin dari wali anak."

b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun
atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah
pihak yang melakukan akad tersebut.

Kemudian Maz\hab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sahih ini
menjadi dua macam yaitu akad yang batal dan akad yang fasid. Suatu
akad dikatakan batal, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun
dan larangan langsung dari syara’. Umpamanya objek akad (jual beli) itu
tidak jelas. Seperti menjual ikan dalam empang (lautan) atau salah satu
pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti

anak kecil atau orang gila.

12 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 110
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Suatu akad dikatakan fasid apabila suatu akad pada dasarnya
dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil
tidak disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut
jumhur ulama figh berpendapat, akad batal dan akad fasid tetap tidak sah
dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah

pihak."

. Berakhirnya Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin
dilaksanakan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
terkait dalam akad tersebut, namun demikian berakhirnya akad dapat

dilakukan apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu
tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman

Allah surat at-Taubah ayat 4.

2 NI 1 £0-s © 2 &- o a8 -, ont <. o do < 4~ ‘oo

| soalay aly Wik o& ganty o1 20 (S Sl (e Aale ) U)
CoEl) Cong ) 3 2t ) pSee 2l ) sl VAT 80
Artinya:*“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi

sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu dan tidak pula)
mereka membentu seseorang yang memusuhi kamu, maka

" 1bid, h.112
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terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas
waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertakwa”. (Q.S. at-Taubah: 4)"
b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian
Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau
berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.'’ Sebagaimana

dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 7.

N aitale Gl U) 4l ) Be Ty alll Se Sge (€ 28l (G K Ca
“. @2 3 2 - ﬁ. o & 2 wgo % o 2y wgo - % - - o -
U@A\gﬁ&\uje@\wueﬂ\yM\m?\ﬂ\ A iuall

Artinya: ““Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan

Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan
orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian
(dengan mereka) didekat Masjidil haram , maka selama
mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku

lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. at-Taubah: 7).'°

B. Pengupahan (Ji’alah)
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ji’alah
Ji’alah menurut bahasa ialah upah atau pemberian sedangkan menurut
istilah adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang
dikerjakannya.'” Sedangkan ji’alah menurut istilah adalah sejenis akad untuk

suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh.'®

' Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 276

'3 Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian, h. 4
' Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 279

"7 Abu Bakar Jabi el-Jazairi, Mnhajul Muslim (Pola Hidup Muslim), h. 89
'® Syaifullah Aziz, Figh Islam Lengkap, h. 388
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Menurut Helmi Karim ji’alah adalah upah atas suatu prestasi, baik
prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya
atau prestasi karena suatu ketangkasan yang ditunjukkan dalam suatu
perlombaan.

Pengertian upah menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah
uang atau alat pembayaran lain yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau
sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan
sesuatu.'’

Sedangkan upah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan termasuk
tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu jasa dan atau
pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan.*

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang
dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Seperti faktor
produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain
upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Menurut pernyataan Benham : “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah

' Desi Anwar, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, h. 578
*% Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 No. 30
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uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang
pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.*’

Menurut Taqiyudin An-Nabani upah juga dikatakan dengan ijarah,
yakni transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi’>. Dalam
kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan yang dimaksud dengan upah adalah Al-
Ju’l, yakni pemberian upah atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud.”

Menurut Muhammad Rawwas Qal’ahji dalam buku Mausu’ah Fighi

Umar Ibnil Khattab r.a. yang di maksud dengan ji’alah adalah :

we Jsena ) (pae dee Ao aslaa gl e o) 3 oo Allaald)
Artinya: “Ji’alah adalah kewajiban memberikan upah yang jelas atas suatu
pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang tidak jelas dan belum

diketahui. Misalnya ada yang berkata “‘siapa yang bisa
mengembalikan kuda saya, maka akan saya beri satu dinar”.

Dalam arti yuridis upah merupakan balas jasa yang merupakan
pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para
buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak
pengusaha.24

Dapat pula dikatakan bahwa ijarah menurut rumusan- rumusan yang

terdapat dalam kitab-kitab ulama’ masa lalu lebih tertuju pada bentuk usaha

2! Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam 2, h. 361

2 Tagiyudin An-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, h. 82
> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 230

% G. Kartasa Poetra dkk, Hukum Perburuhan Di Indonesia, h. 95
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melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari sesorang untuk melakukan suatu
kegiatan tertentu yang orangnya akan diberi imbalan apabila ia berhasil
dengan tugas yang diberikan kepadanya. Bila rumusan itu diikuti, jelas
pengertian ji’alah amat berlainan dengan kompetisi maupun pertandingan.
Namun, bila kita berangkat dari unsur subtansial, yakni diberinya imbalan atas
suatu prestasi tertentu melalui perpacuan kemampuan, maka berbagai bentuk
perlombaan pun bisa digolongkan sebagai ji’alah.

Dari berbagai pengertian upah yang di paparkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diberikan oleh orang yang
membutuhkan jasa kepada pemilik jasa untuk menghargai usaha yang di
hasilkannya dengan sesuatu yang bernilai uang berdasarkan syari’at Islam.

Sebagai dasar dan landasan hukum dibolehkannya ji’alah adalah
firman Allah SAW dalam al-Qur’an;

i 43 U e Uom 4 ol (ol D 150 S50
Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

makanan  (seberat) beban unta, dan aku menjamin
terhadapnya”(Q.S. Yusuf; 72)

L&\g u.\ﬂ\; J@U\ \.@-\A.\‘JALSJA.I c_ﬂ_\; c_\\_m),q}\j u-‘-"“}“l‘ a ac g

Artinya : “Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan
perempuan, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-
tempat yang bagus di syurga "Adn. Dan keridhaan Allah adalah
lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”
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Selain ayat al-Qur’an tersebut, hadits yang berkenaan dibolehkannya ji’alah
adalah:

Hadis\ riwayat Ibnu Majjah

m | dac (s 00 LA Luhmﬂ\ Al il B
JE 06 yae oo alll Mo e 4l Die Al oy (0 eyl Mo WA
A8 e Laag 0)f 8 87 Al aall ) e Al e Al T 4l 34

#(2434-4ake () o))

Artinya: ”Diriwayatkan dari Abbas bin Walid Ad-damasyiq, diceritakan dari
Wahab bin Said bin Atiyah As-salami, diceritakan dari
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdillah bin
Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW : ”Berikanlah upah atas
jasa sebelum kering keringatnya”.

Hadis\ riwayat Abu Daud

°ur_mwg\}\hﬁfuj}awm}[&amfiwuwuh
mwmucgmwuabj‘wwﬂmwuﬁww
m\gmm\d);;u@@;wumu}@)n @\gu\g;u
(2943 2513 sl o) 5) Al Tl by 8 (o Ll 3 e Al e
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Artinya: “Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, diceritakan dari Yazid
bin Harun, memberi kabar Ibrahim bin Sa’ad, dari Muhammad bin
Ikramah bin Abdurrahman bin Harist bin Hasyim, dari Muhammad
bin Labibah, dari Said bin Musayyab dari Sa’ad berkata : “Dahulu
kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang
tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara yang demikian dan

> Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah Bab lja>rah, h. 20
?* Abu Daud, Sunan Abu Daud Juz 11, Kitab Al-Buyu>’, h. 464



30

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau
perak”.

Hadis\ riwayat Imam Bukhari

o~ &, & o 4

ABAN aely oLy alle AT La (8 235 06 Lgle A1 ()
27 ;:)AT
Artinya: ”Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari
Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : ’Bahwasanyya
Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan
kepada tukang tersebut upahnya”
. Rukun dan Syarat Ji’alah
Rukun dan syarat pengupahan (ji’alah) adalah sebagai beikut :**
a. Lafadz, kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan
bekerja
b. Orang yang menjanjikan upah, dalam hal ini orang yang menjanjikan upah
itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
c. Pekerjaan yang akan dilakukan
d. Upah, upah harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan
transaksi yang telah dilakukan.

. Sistem Pengupahan

Dalam Pengupahan terdapat dua sistem, yaitu :

%" Imam Bukhari, Matan Bukhari Juz II, Bab Ija>rah, h. 36
*% Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah, h. 89
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a. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat,
puasa, haji dan membaca al-Qur’an dipersilisihkan kebolehannya oleh
para ulama’ karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan-pekerjaan
ini.

Menurut imam Hanafi bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti
menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, dan membaca al-Qur’an
yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu haram hukumnya
mengambil upah dari pekerjaan tersebut.”’

Maz\hab Syafi’i dan Maliki ibnu Hazm membolehkan mengambil
upah sebagai imbalan mangajar al-Quran dan ilmu-ilmu, karena ini
termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang
diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai
imbalan mangajar al-Qur’an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau
sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.*

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sabiq (1983:205) ulama’
memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai
perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur’an’’

Menurut Imam Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan

adzan, qamat, mengajarkan al-Qur’an, figh, hadis\, badal haji dan puasa

% Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, h. 118
30 Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah, h. 92
3! Sabbiq, Figh Sunnah, h. 14
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gadha’ adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil
upah tersebut. Tapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan
tersebut jika termasuk kepada mas}a>lih, seperti mengajarkan al-Qur’an,
hadits dan figh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada
tagarrub seperti membaca al-Qur’an, shalat dan lainnya. >
b. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Matrial
Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang
itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:
1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis,
contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan
di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan di bidang industri
mekanik lainnya.
2) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan
kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
3) Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan
pengaturan usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya.
4) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan,

konsultan, dosen, guru dan lainnya.>

*2 Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, h 120
33 Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah, h. 89-93
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Jumhur ulama’ tidak meberikan batasan maksimal atau minimal,
jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada, sebab tidak
ada dalil yang mengharuskan membatasinya.

Ulama’ Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu
akad. Sedangkan Ulama’ Syafi’iyah mensyaratkan sebab kalau tidak
dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib

dipenuhi.**

4. Operasionalisasi Ji’alah

Adapun operasionalisasi ji’alah adalah:

a. Pengupahan (ji’alah) adalah akad yang diperbolehkan kedua belah pihak
yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika
pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerjaan tidak
mendapatkan apa-apa. Jika pekerjaan terjadi ditengah-tengah proses
pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.

b. Dalam pengupahan, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika
seseorang berkata, > barang siapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia
mendapat hadiah satu dinar” maka orang yang berhasil menemukannya berhak
atas hadiah tersebut kendati menemukannya setelah sebulan atau setahun.>

c. Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya

dibagi secara merata antara mereka.

** Rachmat Syafe’i, Figh Mu’amalah, h. 127
%> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Minhajul Muslim (Pola Hidup Muslim), h. 90



34

d. Pengupahan tidak tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi
sseorang tidak boleh berkata, “barang siapa menyakiti atau memukul si
Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian.

e. Barang siapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau
mengerjakan sesuatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau
didalamnya terdapat upah, ia tidak berhak atas upah tersebut kendati ia
telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia
lakukan secara suka rela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan
upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan
diri dari tuannya maka ia diberi upah sebagai balas budi atas perbuatannya
tersebut.

f. Jika seseorang berkata, “barang siapa makan dan minum sesuatu yang
dihalalkan, ia berhak atas upah”, maka ji’alah seperti itu diperbolehkan,
kecuali ia berkata “barang siapa makan dan tidak memakan sesuatu
daripadanya, ia berhak atas upah”, maka ji’alah tidak sah.

g. Jika pemilik upah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya ji’alah,
maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik ji’alah dengan disuruh
sumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok ji’alah, maka

ucapan yang diterima adalah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.

5. Ketentuan Harga Upah

36 Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah, h. 96-97
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Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan
ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Quran maupun
sunnah Rasul. Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum
dalam al-Quran surat an-Nah}1 ayat 90 :
sl o ey el (o2 U lallly Jaally Dl Al &)

58 S0 2y S0 LRI,
Artinya : ““Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

(Q.S. An-Nahl: 90).%’

Apabila ayat itu di kaitkan dengan ji’alah, maka dapat dikemukakan
bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil,
berbuat baik dan dermawan kepada penerima upah. Kata kerabat dalam ayat
itu dapat diartikan penerima upah, sebab penerima upah tersebut sudah
merupakan bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah
penerima upah tidak mungkin usaha pemberi upah dapat berhasil. Disebabkan
penerima upah mempunyai mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan
usaha pemberi upah, maka berkewajibanlah pemberi upah untuk
menyejahterakan penerima upah, termasuk memberikan upah yang layak.*®

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah

yang telah disebutkan, upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai

*7 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 415
3% Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h 155



36

kerelaan kedua pihak yang bertransaksi dan kedua, upah yang sepadan, yakni
upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaannya.*

Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad.
Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan

juga harus di tetapkan.*® Hal ini sesuai dengan hadis\ berikut :

oo Al o ola e all M G 06 s GG 06 EES UAl

o) 5) ool Adnh Ja JaDl Dalig o 5 8 AT el e (s
(3798 (Sl

Artinya: ”Dari Muhammad di ceritakan kepada Hiban di ceritakan dari
Abdullah dari Hammad bin Salamah dari yunus dari hasan :
sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali
sudah jelas upah baginya.”(H.R. An-Nasa>’1).

Dan dalam Surat al-Ahqaf ayat 9 yaitu :

o) il o) 580 Uy o U G ot s JLED (e oy (€ e (8

G S UGG 0 A )

Artinya : “Katakanlah "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-
rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat
terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah
mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain
hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan®. ”

3 M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, h. 194
* Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 111, h. 213

*! Imam Nasa>’1, Sunan An-Nasa>’i, Juz V, h. 29

* Departemen Agama R1, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 283
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6. Dampak Sosial dan Ekonomi Ji’alah

Menggunakan potensi orang lain untuk melakukan kerja baik di sektor
pertanian, industri dan jasa serta yang lain merupakan aktivitas yang bersifat

ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain.*

Dalam sistem pengupahan untuk melakukan pekerjaan di berbagai
sektor usaha diperlukan keterampilan sumber daya manusia, baik sebagai
wirausaha maupun sebagai pekerja teknis di bidangnya. Sebagai mana firman
Allah:

Wi (53T T5h (yay Al f S8 8 il e (g (K 8

Artinya: “*katakanlah  tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing’. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar
jalannya’ (al-Isra’: 84)*

Termasuk dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh
alam sekitarnya. Sedangkan sesuai bidang atau profesi dijelaskan oleh Allah
dalam firmanNya:

3l Uiy T ) A0S e ) L) ol
Artnya: “‘katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu,

sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan
mengetahui” (az-Zumar: 39)*

* Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah, h. 97
* Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,, h. 356
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7. Pembatalan ji’alah

Tiap-tiap kedua belah pihak, boleh membatalkan atau menghentikan
perjanjian sebelum bekerja dan dia tidak mendapat upah walaupun dia sudah
bekerja. Tetapi kalau yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah,
maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah
dikerjakan. Ji’alah adalah jenis akad jaiz, yang kedua belah pihak boleh
memfasakhnya. Adalah menjadi haknya si pemegang (pelaksana) ji’alah
untuk memfasakh, sebelum ia menyukseskan pekerjaan, dan ia pun berhak

untuk membatalkan sesudah itu, jika ia merelakan hanya gugur.*®

* Ibid, h. 794
% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah jilid 111X, h. 191



